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BAB III
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN KKL



3.1 Hasil Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Dalam melaksanakan kegiatan KKL di Dinas Pendidikan Kota Bandung, penulis ditugaskan untuk melaksanakan beberapa kegiatan, yang meliputi (1) Kegiatan Rutin dan (2) Kegiatan Insidental, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini :


3.1.1 Kegiatan Rutin 

Kegiatan rutin adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh penulis dari tanggal 9 sampai tanggal 31 Juli 2012 selama KKL di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Beberapa kegiatan rutin yang dilakukan adalah sebagai berikut : 


1. Menginput Data 

Penulis diberikan seperangkat komputer untuk menginput data, data yang diinput itu sendiri adalah data jumlah siswa tahun ajaran 2011-2012 SMA Kota Bandung.  
Data tersebut sangat penting sekali, salah satunya untuk mengetahui jumlah siswa baru yang masuk di suatu SMA, dan dari data tersebut dapat diketahui berapa total keseluruhan siswa per SMAnya. Selain itu juga data jumlah siswa ini akan diperlukan pada saat pendataan jumlah siswa kelas XII yang akan mengikuti UN pada tahun pelajaran 2011/2012. Dari data itulah Dinas Pendidikan Kota Bandung mengetahui berapa jumlah siswa yang akan mengikuti UN pada tahun ajaran 2011/2012.
Kemudian data tersebut akan menjadi acuan untuk para pengawas UN di sekolah-sekolah. Dengan data tersebut pengawas UN akan mengetahui jumlah siswa per SMA yang mengikuti UN 2011/2012 dan bahkan dari data tersebut akan dijadikan pula sebagai acuan untuk pembagian ruangan per SMAnya.


2. Membuat Surat Mutasi Keluar

Mutasi siswa/i SMA/SMK merupakan  pemindahan siswa/i dari atau ke sekolah-sekolah di lingkungan Provinsi, Kota, dan Kabupaten.
Dalam pengajuan surat mutasi keluar siswa/i SMA/SMK ada beberapa jenis surat mutasi, diantaranya surat pemberian izin mutasi siswa keluar dan surat pemberian izin  mutasi masuk.
Surat Mutasi Keluar tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan mutasi dari sekolah ke sekolah lainnya. Biasanya siswa/i melakukan mutasi pada saat awal ajaran baru dan juga siswa/i yang mutasi pada saat menjelang semester II.
Dengan adanya mutasi siswa, berarti akan ada perubahan jumlah siswa setiap tahunnya, dan akan berpengaruh juga terhadap jumlah siswa/i yang mengikuti UN tahun ajaran 2011/2012, karena tidak sedikit juga siswa/i kelas XII yang melakukan mutasi keluar.
Penulis diberi tugas membuat surat mutasi keluar selama 8 hari, karena masih awal tahun ajaran baru jadi banyak siswa/i SMA/SMK yang mutasi.


3.1.2 Kegiatan Insidental

Kegiatan insidental adalah kegiatan yang sewaktu-waktu dilakukan oleh penulis selama KKL di Dinas Pendidikan Kota Bandung yang bersifat tidak menentu. Beberapa kegiatannya adalah sebagai berikut :



1. Fotokopi
Banyaknya data-data yang telah diprint sehingga tidak memungkin untuk diprint semuanya, maka data-data tersebut perlu untuk difotokopi. 
Salah satu kekurangan di Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah tidak adanya mesin fotokopi, sehingga harus fotokopi di luar. Penulis diberi tugas untuk fotokopi data-data yang telah ditentukan, dan untuk fotokopi tersebut memerlukan waktu yang lumayan lama, karena tempat fotokopian sendiri berada di seberang jalan.
Salah satu data tersebut adalah data tentang laporan pengawasan UN 2011/2012, data tersebut harus difotokopi untuk dibagikan ke semua pegawai aparatur PSMAK untuk dijadikan arsip.

2. Cap Legalisir
Cap Legalisir merupakan tanda atau bukti untuk mengsyahkan surat resmi ijazah dan yang lainnya, supaya surat atau ijazah tersebut menjadi legal.
Penulis diberi tugas untuk membantu aparatur pegawai untuk mencap legalisir ijazah. Karena pada saat itu banyak yang meminta legalisir ijazah sehingga memerlukan 1 atau 2 orang pegawai supaya kerjanya efektif.
Kendala dalam proses cap legalisir adalah jarangnya  Kepala Kursisjian ada di tempat, karena beliau sangat sibuk sehingga proses cap legalisir membutuk waktu yang lama, bahkan bisa sampai 2 hari, itu juga tergantung ada tidaknya pak Kepala Kursisjian.

3. Membuat Daftar Hadir Pegawai
Penulis diberi tugas lainnya yaitu membuat Daftar Hadir Pegawai. Daftar Hadir Pegawai berfungsi untuk mendata kehadiran aparatur pegawai, sehingga dari daftar tersebut dapat dilihat kehadiran pegawai.
Daftar Hadir pegawai dibuat menjadi dua jenis, yang pertama daftar hadir pegawai perminggu dan yang kedua daftar hadir pegawai per bulan.
 
4. Cek Data Lidi
Data Individual SMA Tahun Pelajaran 2012/2013 merupakan data/informasi persekolahan tingkat SMA yang dihimpun langsung dari masing-masing SMA di seluruh wilayah Indonesia.
Penjaringan Data Individual SMA ini bertujuan untuk memperbaharui/updating kondisi data SMA terbaru setelah masa Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2012/2013 selesai
berlangsung. Penjaringan menggunakan instrumen pendataan yang disusun oleh Direktorat Pembinaan SMA, yang dinamakan Lembar Informasi Data Individual Sekolah Menengah Atas (LIDI SMA).
Instrumen LIDI SMA diisi oleh sekolah (SMA) disesuaikan dengan kondisi data Tahun Pelajaran 2012/2013, selanjutnya  diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Semua SMA ditugas untuk memperbaharui kondisi data SMA terbaru sampai batas waktu yang telah ditentukan Disdik. Kemudian perwakilan guru dari SMA-SMA melaporkannya ke Disdik dalam bentuk CD, dan tugas penulis sendiri hanya mengecek kelengkapan data yang ada di dalam aplikasi LIDI tersebut. Apabila data yang diminta belum lengkap, penulis mengembalikan lagi CDnya untuk dilengkapi lagi.
Dengan adanya aplikasi LIDI, Pemerintah akan menjadi tahu bagaimana kondisi saat ini tentang sekolah-sekolah tersebut. Di dalam aplikasi LIDI tersebut, terdapat jumlah siswa/i sekarang, jadi pemerintah tidak perlu lagi untuk mendata siswa/i yang akan mengikuti UN tahun ajaran 2011/2012. 
Berikut adalah contoh halaman utama Format Lembar Data Individual SMA tahun ajaran 2011/2012, sebagai berikut :






Gambar 3.1
Format Lembar Data Individual SMA tahun ajaran 2011/2012
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Sumber : Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian 
    Pendidikan Nasional


3.2 PEMBAHASAN KKL
3.2.1 Menetapkan suatu kriteria atau standar pengukuran/ penilaian Pengawasan Ujian Nasional 2012 Tingkat SMA di Bandung.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) memiliki tugas menyelenggarakan Ujian Nasional tahun pelajaran 2011/2012 untuk tingkat SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, SMK,dan SMALB. Sesuai dengan Pasal 15 Permendiknas Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada SMP/MTS, SMPLB,SMA/MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2011/2012, BSNP memberikan sebagian wewenang kepada: (1) Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan UN SMP/MTs, SMPLB, dan SMALB; (2) Perguruan Tinggi Negeri untuk melakukan pengawasan pelaksanaan UN SMA/MA dan SMK. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi membentuk tim pengawas untuk UN SMP/MTs, SMPLB, dan SMALB dan Perguruan Tinggi Negeri membentuk tim pengawas untuk UN SMA/MA dan SMK.
BSNP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kota bandung. BSNP merupakan suatu badan yang mengadakan UN secara Nasional, sedangkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan Dinas yang mengadakan UN yang ruang lingkupnya di Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota Bandung merupakan Dinas yang mengadakan UN di wilayah kota Bandung. Dinas Pendidikan kota Bandung bertanggung jawab atas apa yang terjadi selama pelaksanaan UN tahun 2012.
Fungsi utama pengawas pelaksanaan UN adalah membantu BSNP dan Dinas Pendidikan untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK, dengan ketentuan dalam Permendiknas dan POS. Pengawasan pelaksanaan UN di daerah dilakukan oleh pengawas tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat satuan pendidikan.
Pengawasan pelaksanaan UN SMP/MTs, SMPLB dan SMALB pada tingkat satuan pendidikan melekat pada penyelenggara UN tingkat Kabupaten/Kota. Pengawasan pelaksanaan UN SMP/MTs, SMPLB dan SMALB pada tingkat Kabupaten/Kota melekat pada penyelenggara UN tingkat provinsi .
Pengawasan pelaksanaan UN SMA/MA dan SMK pada tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Koordinasi pengawasan pelaksanaan UN SMA/MA dan SMK pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh perguruan tinggi.
Pengawas UN SMA/MA dan SMK pada tingkat satuan pendidikan adalah dosen PTN dan/atau PTS yang memiliki integritas pribadi dan mampu menjaga kerahasiaan dalam melaksanakan tugasnya, serta bersedia melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan jadwal dengan menandatangani kontrak kerja dengan perguruan tinggi.
Dinas Pendidikan Kota Bandung akan tetap melibatkan pengawas dari perguruan tinggi (PT) dalam pelaksanaan UN 2012. Untuk menjamin kualitas UN 2012, khususnya soal kejujuran, tetap melibatkan perguruan tinggi bersama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai pengawas satuan pendidikan UN. 
UN SMA/MA, SMK, BSNP memberikan sebagian wewenang kepada perguruan tinggi negeri  :
1. menetapkan pengawas satuan pendidikan  bersama LPMP. 
2. menetapkan pengawas ruang ujian bersama LPMP berdasarkan masukan dari Dinas Pendidikan dan Kankemenag Kabupaten/Kota.
3. mengawasi penggandaan dan pendistribusian naskah soal UN SMA/MA, SMK, SMP/MTs, SMPLB, dan SMALB
4. melakukan pemindaian LJUN SMA/MA dan SMK  (Ada 14 Poin sesuai POS).

PT dan LPMP bersama dinas pendidikan kota Bandung akan memantau serta mengawasi secara langsung pelaksanaan UN 2012 di setiap sekolah penyelenggara. Pengawasan ini dilakukan tidak hanya ketika ujian, tetapi juga saat pendistribusian soal agar tidak terjadi kebocoran sebelum ujian dilaksanakan. 
Untuk UN 2012, pengawas dari PT diberi kewenangan lebih dalam soal pengawasan. Pengawas dari PT diizinkan masuk ke ruangan ujian untuk memastikan UN berjalan dengan jujur. Selain itu, pengawas diberi kewenangan untuk menentukan lanjut atau tidaknya UN pada satu sekolah, jika ditemukan indikasi pelanggaran atau kecurangan. 
Adapun, untuk pengawas ruangan pada UN 2012 diamanahkan kepada guru sekolah yang berkompeten. Guru dituntut bekerja dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga UN 2012 akan melibatkan petugas kepolisian agar tidak terjadi kecurangan dan kebocoran soal.
Dinas Pendidikan Kota Bandung, mengeluarkan larangan bagi guru yang mengawasi UN tahun 2012 yang dibidanginya. Bahwa sistem pengawasan UN tahun ini hampir sama dengan 2011 lalu, yakni sama-sama memakai sistem silang murni.
Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN 2011/2012, Peraturan Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) nomor 0011/P/BSNP/XII/2011, ujian nasional dibagi menjadi dua, yakni ujian utama dan susulan. Untuk UN utama tingkat SMA sederajat digelar pada 16-19 April 2012. Sementara UN susulan untuk tingkat SMA sederajat dijadwalkan pada 23-26 April 2012. Untuk tingkat SMP sederajat pada 30 April-4 Mei 2012.
	Denah tempat duduk dan pembagian soal untuk Ujian Nasional SMA tahun 2012 sebetulnya hampir sama dengan tahun sebelumnya 2011. Hanya pada tahun 2012 agak sedikit berubah karena di tahun 2011 ada soal yang sama yang saling berdekatan (diagonal). Untuk itu tahun 2012 denah tempat duduk dan pembagian paket soal dibuat berbeda sehingga tidak ada soal yang sama yang saling berdekatan.
[bookmark: more]Merujuk pada Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung  tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB DAN SMK di kota Bandung Tahun Pelajaran  2011/2012, maka denah tempat duduk dan pembagian paket soal adalah sebagai berikut :












Gambar 3.2
Denah Tempat Duduk
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Sumber : Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP tahun 2012)



Gambar 3.3
Pembagian Paket Soal
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Sumber : Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP tahun 2012)
Untuk daerah yang lain bisa mengikuti petunjuk teknis dinas pendidikan masing-masing provinsi. Akan tetapi secara umum denah tempat duduk dan pembagian paket soal untuk ujian nasional 2012 dari BSNP adalah sama, sesuai Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0011/P/BSNP/XII/2011 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun ajaran 2011/2012.


3.2.2 Mengukur/menilai perbuatan (performance) yang sedang atau tidak di lakukan Pengawas Ujian Nasional 2012 tingkat SMA di Bandung. 

Dinas Pendidikan Kota Bandung melibatkan PT untuk mengawasi pelaksanaan UN sejak empat tahun terakhir.  PT dilibatkan dengan alasan sistem Ujian Masuk  PT yang disebut SNMPTN dianggap sangat kredibel dan diharapkan UN bisa meniru model SNMPTN.  Wal hasil, pemerintah berhasil menggandeng PT untuk terlibat langsung dalam pengawasan UN, walau sebenarnya PT agak keberatan karena menambah beban kerja. Sebagai salah satu PT, memperoleh tugas untuk menjadi koordinator  pengawas pelaksanaan ujian tingkat SLTA di beberapa wilayah kabupaten dan kota di wilayah Jawa Barat.
Dari hasil evaluasi laporan UN 2012 dan hasil wawancara penulis dengan aparat pengawai di Dinas Pendidikan kota Bandung ditemukan beberapa kecurangan dalam fungsi pengawasan. Pertama, PT memanfaatkan UN sebagai ajang promosi, dan meminta dosen yang ditugaskan untuk menjadi pengawas dihimbau oleh pimpinan PT untuk tidak terlalu ketat dalam mengawasi peserta UN.   Dengan berperilaku “humanis”, diharapkan peserta UN bisa menaruh simpati dan akhirnya melanjutkan sekolah di PT tersebut. Hal ini benar-benar terjadi. Pengawas dari PT tersebut membiarkan peserta UN saling contek dan bertanya kepada sesama peserta. 
Kedua, ada beberapa pengawas yang secara terang-terangan membantu peserta ujian menjawab soal. Walaupun Disdik Kota Bandung sudah menerapkan pengawas sistem silang, tetapi bukan berarti tidak akan  ada kecurangan. Menurut evaluasi laporan UN 2012, pengawas silang tersebut saling bekerjasama satu sama lain untuk saling membantu siswa/inya dalam menjawab soal UN 2012 agar siswa/inya lulus 100% dan demi reputasi sekolahnya masing-masing.  
Ketiga, sekolah bekerjasama dengan pengawas dari PT, pengawas guru dan polisi untuk tidak terlalu ketat dalam pengawasan agar peserta bisa lulus 100%.  Alasannya, pimpinan sekolah juga dituntut oleh pejabat di atasnya agar menghasilkan kelulusan 100%. Sekolah yang angka lulusannya rendah tentu memperoleh kredit yang jelek di mata atasannya.
Beberapa kejadian di atas menunjukkan adanya gap atau jurang antara harapan atau ekspektasi pemerintah yang di satu sisi melalui UN ingin diperoleh gambaran konkrit prestasi siswa secara nasional dan dipakai sebagai dasar mengambil kebijakan lebih lanjut, tetapi di sisi lain pihak sekolah berlomba-lomba untuk menghasilkan lulusan semaksimal mungkin dengan berbagai cara. Dengan kata lain, pemerintah ingin berpegang pada nilai-nilai idealisme, tetapi pihak sekolah dan peserta ujian lebih bersifat pragmatis. Dengan demikian,  pendidikan sebagai praktik yang sangat mulia bergeser maknanya, dari upaya memanusiakan manusia dan dari  membuat orang tidak tahu menjadi tahu, telah bergeser hanya sebagai praktik mengejar nilai belaka. Jika demikian tujuannya, alangkah dangkalnya makna pendidikan. Karena itu, wajar jika kelak akan lahir para generasi pragmatis yang berpikir pendek, berwawasan sempit, tidak mau bekerja keras, maunya yang enak-enak saja.
Selain itu, berbagai kejadian selama proses ujian berlangsung  seperti di atas, mulai pengawas PT yang memanfaat momen tersebut sebagai ajang promosi sehingga tugasnya sebagai pengawas jadi terabaikan, pengawas membantu peserta menjawab soal, pengawas yang longgar, peserta memperoleh bocoran jawaban ujian dsb.,  bisa disimpulkan bahwa fungsi pengawasan belum bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Kejadian-kejadian yang lebih parah  mungkin  terjadi di tempat lain, yang jauh dari pemantauan  pengawas.



3.2.3 Membandingkan perbuatan dengan standar yang di tetapkan dan menetapkan perbedannya jika ada pada Pengawasan Ujian Nasional 2012 tingkat SMA di Bandung.

Dari beberapa penyimpangan di atas, penulis akan membandikan dengan standar pengawasan yang telah dibuat oleh BSNP. Pertama, PT memanfaatkan UN sebagai ajang promosi, tindakan PT ini jelas melanggar standar pengawasan yang ada, karena telah menugaskan dosen yang harusnya menjadi pengawas UN tetapi dijadikan ajang promosi PT itu sendiri, sehingga tugas utama dosen sebagai pengawas jadi terabaikan dan secara tidak langsung memberikan celah kepada para siswa untuk saling mencontek.
Kedua, ada beberapa pengawas yang secara terang-terangan membantu peserta ujian menjawab soal. Dari kasus tersebut sudah jelas pengawas tersebut sudah melanggar standar pengawasan yang telah dibuat BSNP, pengawas guru yang seharusnya mengawasi saat berjalannya UN berlangsung untuk menghindari terjadinya siswa/i saling mencontek.tetapi pada kenyataannya pengawas tersebut mengabaikan siswa/i yang sedang mencontek. 
Ketiga, sekolah bekerjasama dengan pengawas dari PT, pengawas guru dan juga polisi untuk tidak terlalu ketat dalam pengawasan agar peserta bisa lulus 100%. Tindakan tersebut sudah menyalahi dari fungsi pengawasan itu sendiri dan menyimpang dari standar pengawasan yang ada, para pengawas yang seharusnya melakukan tugas dengan sebaiknya tetapi pada kenyataannya mereka tidak menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan baik sehingga upaya untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan UN 2012  masih belum berhasil karena fungsi pengawasannya tidak berjalan dengan baik. 
Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa standar pengawasan UN dengan perbuatan pengawas pada saat di lapangan tidak sesuai dengan standar pengawasan yang ada. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, walaupun dinas pendidikan sudah melibatkan pengawas dari perguruan tinggi yang sifatnya independen, tetapi kecurangan-kecurangan di dalam UN tetap saja ada, karena fungsi pengawasannya sendiri tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.




3.2.4 Memperbaiki penyimpangan dari standar dengan tindakan perbaikan pada Pengawasan Ujian Nasional 2012 tingkat SMA di Bandung.

Untuk mengatasi berbagai penyimpangan itu, Menteri Pendidikan Nasional mengambil kebijakan, yaitu  berupa melibatkan perguruan tinggi menjadi pengawas ujian nasional. Rasanya agak aneh,  akan tetapi itulah yang terjadi.  Perguruan tinggi yang semestinya didorong untuk mengembangkan dirinya melakukan penelitian dan langkah-langkah strategis pengembangan ilmu, ternyata masih harus disibukkan pula  untuk menjadi pengawas ujian di sekolah-sekolah. Keterlibatan perguruan tinggi  tersebut  menjadikan seolah-olah  para guru dan kepala sekolah masih dipercaya sepenuhnya mengajar dan mendidik, tetapi  tidak demikian dalam ujian nasional.  
Untuk menghindari penyimpangan ujian, misalnya agar soalnya tidak bocor, selain melibatkan perguruan tinggi,  maka juga melibatkan pihak-pihak keamanan.  Sebelum ujian dilaksanakan, maka pengiriman soal harus selalu dikawal ketat, dan diletakkan di kantor polisi. Soal-soal harus diamankan sedemikian rupa. Seolah-olah segala sesuatunya sedemikian gawat,  ada saja kekhawatiran terhadap orang-orang yang mencari untung dan atau setidak-tidaknya akan menagganggu. Memang, seharusnya  dilakukan demikian, agar tidak terjadi keributan dalam pelaksanaan ujian nasional itu.    
Jika UN 2012 berjalan dengan jujur, maka nilai UN mampu menjawab pertanyaan seberapa besar perbedaan pengajaran yang dilakukan diseluruh negeri. Data ini tentunya diperlukan sebagai bekal peningkatan sebagian sekolah di sebagian daerah. Banyak manfaat yang dapat dipetik baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sekolah dan masyarakat sekitar dalam peningkatan pengajaran di sekolah- sekolah yang belum memenuhi standar yang ada. Namun jika data yang diperoleh tidak benar, para pemangku kepentingan, termasuk perusahaan dan masyarakat luas tidak dapat berperan serta dalam meningkatkan pendidikan dan pengajaran dengan jitu pada sekolah yang seharusnya membutuhkan. Keberadaan pengawas satuan pendidikan pun tidak akan berarti banyak dalam upaya mendukung tingkat kejujuran UN sekurang-kurangnya tanpa komitmen dari guru pengawas ruang, dan pihak sekolah.
Uji petik yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA dan Kejuruan, Kemendikbud pada pelaksanaan UN dapat menjadi salah satu solusi untuk memotret tingkat pendidikan dan pengajaran apa adanya, asalkan mempertimbangkan sampling yang mewakili seluruh propinsi. Contoh harus mewakili lokasi sekolah, kecamatan, kabupaten, sekolah negeri dan swasta, dan jumlah minimal ulangan kelas, program IPA dan IPS untuk SMA, dan selama empat hari pelaksanaan ujian. Pengambil sampel harus dapat memotret secara keseluruhan selama pelaksanaan ujian termasuk kepatuhan terhadap rambu-rambu yang ada baik untuk siswa, pengawas ruang, pengawas satuan pendidikan, dan sekolah. 
Sekalipun tidak dapat di generalisir beberapa kejadian saat pelaksanaan UN tahun ini, cukup dimengerti keraguan beberapa pimpinan universitas akan peran UN sebagai salah satu pengganti ujian masuk perguruan tinggi yang pernah menjadi berita hangat beberapa waktu lalu.
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